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Abstract

Peningkatan minat para penulis dalam topik pengembangan CBT di Indonesia selama dasawarsa terakhir
menunjukkan seberapa penting topik ini untuk dibahas. Beberapa rekomendasi yang diberikan para peneliti
terdahulu menggambarkan dimensi yang beragam, seperti optimalisasi program pemerintah, peningkatan sinergi
lintas sektor, pembangunan yang adil, dan fokus kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Namun, terlepas
dari luasnya dimensi penelitian pengembangan CBT, artikel dengan pembahasan secara kualitatif yang mampu
mendeskripsikan pencapaian pengembangan CBT dari berbagai daerah dan studi sejauh ini belum pernah
dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab permasalahan tersebut melalui deskripsi implementasi CBT di
berbagai wilayah dan studi menggunakan 30 artikel yang telah dipublikasikan hingga saat ini pada database
Google Scholar yang di analisis menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan deskriptif. Untuk
mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap implementasi aspek pengembangan CBT seperti
(1) komitmen pemimpin lokal, (2) kolaborasi antar pemangku kepentingan, (3) antusiasme masyarakat, dan (4)
landasan pemerintah yang kuat yang ada dalam berbagai studi. Hasil yang diperoleh menunjukkan tren aspek
pengembangan CBT seperti komitmen pengelola dan antusiasme masyarakat menjadi yang paling banyak
diperbincangkan, disusul dengan aspek landasan pemerintah dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Berdasarkan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa potret faktual pengembangan CBT di Indonesia belum
optimal secara merata. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi topik-topik lainnya yang keluar dalam studi
yang di analisis dengan cara menyediakan rekomendasi bagi penelitian di masa mendatang pada bidang ini.
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1. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis komunitas (CBT) telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam pengentasan
kemiskinan di daerah pedesaan. Di Indonesia, 60,53% penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan yang
membutuhkan intervensi peningkatan kesejahteraan secara efektif [1]. CBT menekankan partisipasi masyarakat
aktif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus melestarikan lingkungan, kehidupan sosial, dan
budaya [2]. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif pro-poor tourism (PPT), yang berupaya menciptakan manfaat
ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan [3]. Pengembangan CBT telah menunjukkan dampak
positif, antara lain peningkatan pola pikir ekonomi, penciptaan mata pencaharian baru, dan peningkatan
pendapatan tanpa meninggalkan aspek tantangan seperti perlunya pengembangan sumber daya manusia lokal yang
lebih baik dan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat [4]. Secara keseluruhan, CBT
menghadirkan strategi yang menjanjikan untuk pengentasan kemiskinan pedesaan dengan memanfaatkan potensi
lokal dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata.

Sejumlah penelitian tentang CBT dan pengentasan kemiskinan menyoroti efektivitas CBT dalam
meningkatkan ekonomi lokal dan sektor pariwisata [5], dengan jumlah penelitian mengenai topik ini yang semakin
meningkat seiring berjalannya waktu menandakan pentingnya topik tersebut untuk dibahas. Studi di Jawa Barat
menekankan keterlibatan masyarakat, peran pemangku kepentingan, dan pengentasan kemiskinan sebagai fokus
utama dalam pengembangan CBT [6]. Meski begitu, kendala tetap ada, seperti infrastruktur dan upaya promosi
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yang tidak memadai [7]. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui dana alokasi desa
terbukti berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan di pedesaan [8].
Terlepas dari potensinya, implementasi CBT seringkali menghadapai kendala teknis, antara lain papan nama yang
rusak, kurangnya penyewaan kendaraan untuk wisatawan, keterbatasan kolaborasi dengan agen perjalanan, dan
penurunan produksi oleh-oleh [7]. Untuk memaksimalkan manfaat CBT, para peneliti menyarankan untuk
mengoptimalkan program pemerintah, meningkatkan sinergi lintas sektor, memastikan pembangunan yang adil,
dan berfokus pada manfaat yang diterima oleh masyarakat dalam

Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata melibatkan kemitraan sinergis antara pemerintah,
masyarakat lokal, dan pengusaha untuk mencapai hasil yang berkelanjutan [9], [10]. Pendekatan ini menekankan
pengambilan keputusan bersama, berbagi sumber daya, dan upaya kolektif dalam merencanakan dan
mengimplementasikan inisiatif pariwisata [9]. Peran pemerintah meliputi peraturan legislatif, dukungan
infrastruktur, dan pemantauan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan [10]. Masyarakat lokal berkontribusi
untuk melestarikan warisan budaya dan memberikan pengalaman otentik [10], [11]. Pengusaha didorong untuk
berinvestasi dalam praktik berkelanjutan dan menciptakan peluang kerja lokal [10]. Keberhasilan implementasi
tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata membutuhkan setidaknya empat konsep, yakni (1)
komitmen dari kepemimpinan lokal tingkat pengelola, (2) kolaborasi pemangku kepentingan yang efektif, (3)
antusiasme masyarakat, dan (4) landasan pemerintah yang kuat; pendekatan konsep ini diharapkan memberikan
arah yang lebih jelas dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan,
infrastruktur yang lebih baik, dan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan [11].

Untuk mengembangkan kajian pada keempat konsep yang telah disebutkan, peneliti menetapkan faktor-
faktor kunci dari setiap konsep yang diantaranya: (1) komitmen dari kepemimpinan lokal tingkat pengelola yang
memperhatikan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi [12]; (2) kolaborasi pemangku kepentingan
dalam model pentahelix yang melibatkan akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah, dan media, sangat
penting untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan [13]; (3) antusiasme masyarakat dalam pengembangan
CBT dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, menguatnya kohesi sosial, budaya, lingkungan, dan kebebasan
menyampaikan pendapat yang terjamin selama pengembangan CBT dilaksanakan [14]; (4) landasan pemerintah
yang kuat dalam memainkan peran sentralnya untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan pihak ketiga dalam
pengembangan pariwisata, serta perumusan kebijakan yang berpotensi menarik investor baru yang berpihak
kepada masyarakat [15].

Dalam konteks tersebut, diperlukan sebuah kajian penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi
implementasi CBT yang telah diterapkan di Indonesia menggunakan sudut pandang konsep yang telah disebutkan
di atas. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi realita dari berbagai faktor dalam pembangunan CBT, serta
evaluasi terhadap efektivitas kinerja dari setiap faktor yang sesuai dengan realita. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembangunan CBT di berbagai tempat di
Indonesia dan sebagai kontribusi dalam perancangan regulasi serta program yang asumsi CBT dalam
mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat terwujud. Pentingnya penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek
sosial-ekonomi, melainkan juga pada aspek yang lain seperti budaya, dan politik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan melakukan pencarian sumber data melalui
search engine Publish or Perish version § [16] pada basis data Google Scholar yang kemudian mendapatkan
penyempurnaan metadata melalui web-program berbasis artificial intelligence yaitu Paperpile. Database Google
Scholar merupakan salah satu database yang memiliki reputasi yang baik di bidang akademik dengan tingkat akses
pengumpulan data ke dokumen asli yang mudah meskipun dalam skala besar. Kata kunci yang digunakan dalam
pencarian meliputi “implementasi community based tourism di Indonesia” dan “perkembangan community based
tourism di Indonesia” pada rentang waktu dari tahun 2013 hingga 2025. Setelah database publikasi dari dua kata
kunci didapatkan, langkah selanjutnya adalah screening pada title dan abstrak dari setiap artikel, proses eliminasi
juga diterapkan untuk menyingkirkan artikel yang tidak dilengkapi dengan file dokumen yang utuh. Kemudian,
literatur yang ada dalam penelitian ini diklasifikasikan pada topik-topik yang merujuk pada komitmen dari
kepemimpinan lokal tingkat pengelola, kolaborasi pemangku kepentingan yang efektif, antusiasme masyarakat,
dan landasan pemerintah yang kuat dalam penerapan CBT di berbagai tempat yang menjadi lokasi kasus
penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia. Pada akhirnya, peneliti berhasil mengumpulkan sebanyak 24 artikel
ilmiah berskala nasional maupun internasional baik yang merupakan dokumen jurnal maupun prosiding dan
konferensi dan 6 artikel yang dipublikasikan dari tahun 2013 hingga 2019.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.464
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

243




Angger Hidayat; Nur Jumriatunnisah; Dewi Irmawati
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 2, 2025

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi CBT di Indonesia telah mendapatkan popularitas sebagai destinasi unik yang menawarkan
keindahan alam, pengalaman budaya, dan interaksi lokal [17], [18]. Desa-desa ini memanfaatkan tradisi, lanskap,
dan atraksi yang beragam untuk menarik pengunjung [18]. Pengembangan CBT melalui desa wisata bertujuan
untuk mendongkrak perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan desa [17]. Untuk memastikan
pertumbuhan yang berkelanjutan, desa wisata harus terus berinovasi di bidang-bidang seperti pengembangan daya
tarik, saluran komunikasi, dan legitimasi [19]. Konsep desa wisata sejalan dengan perkembangan preferensi CBT
untuk mendapatkan pengalaman pariwisata alternatif yang menawarkan peluang untuk pembangunan pedesaan di
seluruh Indonesia [18], [20]. Penelitian ini menelusuri kondisi faktual implementasi CBT dari berbagai lokasi
penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada lampiran 1, tidak hanya yang berbentuk desa wisata namun juga
beberapa preferensi implementasi CBT lainnya.

Hasil analisis peneliti berdasarkan temuan dan ulasan pada 30 publikasi ilmiah yang tertera pada lampiran 1
kemudian dijadikan sebagai deskripsi potret pengembangan CBT di Indonesia saat ini. Dalam artikel ini, penulis
berperan sebagai instrumen utama penelitian yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data,
analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya. Hasil penafsiran dan pembuatan kesimpulan
atas temuan dijelaskan pada poin-poin di bawah ini:

a. Komitmen dari Kepemimpinan Lokal

Dari 10 artikel yang telah diklasifikasi untuk menjawab komitmen dari kepemimpinan lokal selama
tahun 2020-2025 membuktikan bahwa komitmen ini ditandai dengan indikator keberhasilan yang nyata yang
mencakup keterlibatan kelembagaan, keterlibatan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan hasil yang
berkelanjutan. Studi melaporkan bahwa pemerintah desa berkontribusi dengan mengelola usaha lokal,
mendukung pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan pendapatan masyarakat-dengan peran pemerintah
secara eksplisit tercatat dalam 6 dari 10 artikel. Demikian pula, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) muncul
di 9 dari 10 laporan sebagai agen utama, koordinator, dan motivator dalam pengembangan pariwisata.

Ukuran konkretnya meliputi partisipasi masyarakat yang tinggi (diamati dalam 7 dari 10 studi),
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (masing-masing dinilai tinggi dalam 3 studi), dan
pemberdayaan masyarakat yang kuat (dinilai tinggi dalam 6 studi). Hasil yang berkelanjutan dibuktikan
dengan diterimanya sertifikasi dan penghargaan dalam 4 studi, serta upaya yang dilaporkan dalam konservasi
lingkungan (biasanya pada tingkat menengah) dan pelestarian budaya (dinilai tinggi dalam beberapa kasus).
Indikator-indikator ini, sebagaimana didokumentasikan secara langsung dalam makalah-makalah yang
ditinjau, secara kolektif menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah desa dan kelompok-kelompok
pariwisata berhubungan dengan keberhasilan implementasi CBT di Indonesia.

Sementara itu, keberhasilan dari kepemimpinan lokal dapat dilihat pada tabel 1 yang menyajikan
indikator kinerja kelembagaan dari para pengelola CBT di 10 lokasi yang berbeda sesuai dengan studi yang
dijadikan referensi untuk menjawab permasalahan ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kelembagaan

Penulis Peran Pemerintah Desa Peran Pokdarwis Implementas1- ukuran ngka‘t
keberhasilan Pencapaian
[21] Terlibat melalui kepala desa | Bertindak sebagai agen Peran optimal dalam Tinggi
dan Badan Usaha Milik pembangunan, penerima | mengembangkan wisata
Desa (Badan Usaha Milik manfaat ekonomi, dan pantai
Desa) dalam mengelola pendorong keberlanjutan
ekonomi dan infrastruktur
lokal
[22] Terlibat dalam pengelolaan | Terlibat dalam Implementasi di berbagai Sedang
desa wisata pengelolaan desa wisata dimensi
[23] Tidak disebutkan Bertindak sebagai Implementasi CBT yang Sedang
pengemudi dan agen efektif
pariwisata
[24] Memberikan dukungan Pusat pengelolaan dan Implementasi yang Tinggi
fasilitatif melalui promosi pengembangan kegiatan sukses dengan dampak
media dan pengembangan pariwisata positif bagi masyarakat
infrastruktur
[25] Tidak disebutkan Mengelola kegiatan Penciptaan kesempatan Sedang
kerja dan peningkatan
pendapatan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.464
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

244



Angger Hidayat; Nur Jumriatunnisah; Dewi Irmawati
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 2, 2025

[26] Tidak disebutkan Pusat proses manajemen, | Kontribusi terhadap Sedang
memfasilitasi konservasi dan
keterlibatan masyarakat peningkatan ekonomi
[27] Tidak ditemukan Koordinator 13 Implementasi yang Tinggi
kelompok masyarakat sukses dengan
sebagai penggerak keterlibatan masyarakat
[28] Tersirat keterlibatan melalui | Terlibat dalam Penghargaan nasional Tinggi
proses manajemen pengelolaan desa wisata dan internasional yang
diterima
[29] Berkolaborasi dengan Tidak ditemukan Sertifikasi sebagai desa Tinggi
masyarakat dan pemerintah wisata berkelanjutan
kabupaten
[30] Meningkatkan pendapatan Mendorong partisipasi Kontribusi terhadap Tinggi
desa, memanfaatkan dan pemberdayaan penciptaan lapangan
potensi pariwisata, masyarakat dalam kerja dan peningkatan
membangun sistem pengembangan ekonomi
informasi yang transparan pariwisata

Sumber: Elaborasi mandiri

Berdasarkan data di atas, sifat dan tingkat peran pemerintah desa berada di posisi yang sangat bervariasi,
meskipun 6 dari 10 studi menyatakan secara eksplisit keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan
CBT. Di sisi lain, peran pokdarwis nampak jelas dalam 9 dari 10 studi baik sebagai agen, motivator,
koordinator, dan pendorong partisipasi. Berdasarkan studi yang ditinjau, baik pemerintah desa dan pokdarwis
sama-sama memainkan peran penting dalam CBT, dengan keterlibatan pokdarwis lebih konsisten dilaporkan
di seluruh studi yang kami teliti. Mayoritas studi melaporkan tingkat pencapaian yang tinggi (6 dari 10 studi),
yang secara umum menunjukkan keberhasilan implementasi inisiatif pariwisata berbasis masyarakat dalam
konteks yang diteliti.

b.  Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan

Sepuluh studi dari Indonesia (2020-2025) melaporkan bahwa manfaat nyata dalam pariwisata berbasis
masyarakat cenderung terjadi ketika kolaborasi pentahelix kuat. Di daerah dengan keterlibatan pemangku
kepentingan yang optimal atau komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Geopark Ijen Bondowoso,
Kabupaten Batang, desa-desa di Bali, dan Desa Tosari/Sapikerep pengembangan pariwisata ditandai dengan
peningkatan pendapatan (dicatat dalam 3 studi), penurunan pengangguran (1 studi), peningkatan infrastruktur
dan kualitas produk, serta percepatan pengembangan proyek. Sebaliknya, daerah dengan kemitraan antar
pemangku kepentingan yang lebih lemah atau kurang formal (seperti Desa Wisata Sitiwinangun, Pulau Gili
Iyang, dan Kabupaten Situbondo) umumnya menawarkan hasil yang lebih sedikit atau metrik keberhasilan
yang terbatas.

Berbagai studi menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dalam kolaborasi: koordinasi yang efektif
antara pemerintah, perusahaan swasta, lembaga akademis, media, dan masyarakat berkorelasi dengan
indikator ekonomi dan sosial yang lebih positif, sementara tantangan dalam komunikasi dan alokasi sumber
daya cenderung menghambat keberhasilan pembangunan. Indikator keberhasilan kolaborasi antar pemangku
kepentingan yang diperoleh dari analisis 10 studi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Indikator Kekuatan dan Keberhasilan Kolaborasi

Penulis Lokasi Wujud Kolaborasi Indikator Keberhasilan Tingkat .
Implementasi
[31] Pringgasela Selatan dan Keterlibatan lima Peningkatan Perlu perbaikan
Labuan Haji kelompok pemangku infrastruktur dan
kepentingan, perlunya kualitas produk
peningkatan koordinasi pariwisata
[32] Geopark Ijen Bondowoso Keterlibatan lima Pendapatan meningkat, Komprehensif
kelompok pemangku pengangguran berkurang
kepentingan secara
komprehensif
[33] Desa Wisata Sitiwinangun Keterlibatan lima Tidak disebutkan Tidak maksimal
kelompok pemangku
kepentingan,
kesenjangan antara
kepentingan dan
kenyataan
[34] Desa-desa di Bali Keterlibatan enam Peningkatan kontribusi Optimal
elemen pemangku finansial dan sosial
kepentingan, kepada masyarakat
diklasifikasikan ke
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dalam internal dan
eksternal

[35] Pulau Lemukutan Keterlibatan lima pihak Peningkatan pendapatan Sinergis tetapi
pemangku kepentingan, masyarakat, lonjakan dengan
sinergis tetapi dengan jumlah wisatawan keterbatasan
keterbatasan

[36] Pulau Gili Layang Keterlibatan lima Tidak disebutkan Belum optimal
kelompok pemangku
kepentingan dengan sifat
kolaborasi yang bersifat
informal

[37] Kabupaten Batang Komitmen yang kuat Percepatan Optimal
diantara para pemangku | pengembangan
kepentingan pariwisata halal

[38] Desa Gombengsari Keterlibatan berbagai Dukungan untuk Tidak disebutkan
pihak dalam perspektif keberlanjutan
pentahelix agrowisata

[39] Desa Tosari dan Sapikerep | Peran optimal dari Desa menjadi terkenal, Optimal
berbagai aktor yang menghasilkan
terlibat dalam model pendapatan, melibatkan
pentahelix partisipasi masyarakat

[40] Kabupaten Situbondo Keterlibatan terbatas Tidak disebutkan Tidak optimal
dari industri/ bisnis dan
media massa

Sumber: Elaborasi mandiri

Sesuai dengan analisis data yang diperoleh peneliti, tingkat implementasi CBT menunjukkan 3 dari 10
studi berada di level optimal, sedangkan level yang lain seperti Komprehensif, perlu perbaikan, belum
maksimal, sinergis dengan keterbatasan, belum optimal, tidak optimal, dan tidak disebutkan masing-masing
1 studi. Variasi ini menggambarkan tingkat keberhasilan yang berbeda dalam menerapkan model pentahelix
di berbagai wilayah. Peneliti juga menemukan beberapa dampak dari pengembangan CBT, antara lain:
peningkatan pendapatan (3 studi), pengangguran berkurang, peningkatan infrastruktur dan kualitas produk,
kontribusi keuangan dan sosial yang ditingkatkan, peningkatan jumlah wisatawan, pengembangan yang
dipercepat, dukungan untuk pariwisata berkelanjutan, peningkatan ketenaran dan partisipasi masyarakat yang
masing-masing berjumlah 1 studi. Berbagai hasil ini menunjukkan bahwa implementasi pentahelix yang
sukses dapat menghasilkan beragam dampak positif bagi masyarakat lokal.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga dapat dikategorikan dalam berbagai pola seperti:

1) Hubungan Pemerintah-Masyarakat
a) Di wilayah dengan kemitraan yang kuat: Pemerintah memainkan peran penting dalam
pembuatan kebijakan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat (contoh: Geopark Ijen
Bondowoso)
b) Di wilayah dengan kemitraan yang lebih lemah: Kurangnya komunikasi dan koordinasi
antara pemerintah dan masyarakat (contoh: Pulau Lemukutan)

2) Keterlibatan Sektor Swasta
a)  Variasi yang signifikan di seluruh wilayah: Keterlibatan yang kuat: Bisnis memainkan peran
kunci dalam berbagi sumber daya dan mengimplementasikan kebijakan (contoh: Kabupaten
Batang)
b) Keterlibatan yang terbatas: Keterlibatan yang minim dari sektor bisnis, berpotensi
menghambat potensi penuh dari model pentahelix (contoh: Kabupaten Situbondo)
3) Keterlibatan Institusi Akademik
a) Peran penting yang konsisten di sebagian besar wilayah: Menyediakan keahlian, dukungan
penelitian, dan pengembangan kapasitas (contoh: Di desa Gombengsari
b) Akademisi berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia dan membantu
dalam manajemen dan operasional
4)  Peran Media
a) Keterlibatan yang tidak konsisten di seluruh wilayah: Mengakui pentingnya mempromosikan
pariwisata dan memastikan pembangunan berkelanjutan melalui komunikasi
b) Keterlibatan yang terbatas di beberapa daerah (mis. Kabupaten Situbondo), yang berpotensi
berdampak pada visibilitas dan promosi inisiatif pariwisata
5) Partisipasi Masyarakat
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a)
b)

Masyarakat sering digambarkan sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata
Kasus-kasus yang berhasil (misalnya Pulau Lemukutan) menunjukkan peran penting
masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata dan mendapatkan manfaat dari hasil
ekonomi

Model pentahelix menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda dalam pengembangan
pariwisata berbasis masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan,
efektivitas komunikasi, dan alokasi sumber daya memainkan peran penting dalam menentukan hasil dari
inisiatif ini. Daerah dengan kolaborasi yang lebih kuat cenderung melaporkan hasil yang lebih positif dan
konkret, sementara daerah dengan kemitraan yang lebih lemah menghadapi tantangan dalam implementasi

dan koordinasi.

c.  Antusiasme Masyarakat

Antusiasme masyarakat dapat diukur dari seberapa jauh pengembangan CBT dalam memberikan
kebermanfaatan bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan kebermanfaatan dari segi ekonomi, sosial,
budaya, dan lingkungan. Tabel 3 mendeskripsikan indikator ekonomi dan sosial dari dampak pengembangan

CBT di berbagai studi.
Tabel 3. Indikator dampak ekonomi dan sosial
Penulis Penciptaan Lapangan Kerja | Peningkatan Pendapatan P%ziﬁzl{z?n Kohesi Sosial
[41] Tinggi, peluang kerja baru Tinggi, peningkatan Keterlibatan tinggi Tidak
pendapatan daerah dalam kegiatan disebutkan
pariwisata
[22] Diterapkan Diterapkan Diimplementasikan, Diterapkan
namun partisipasi kaum
muda masih kurang
[23] Tidak ditemukan Tidak disebutkan Tidak disebutkan rinci Tidak
disebutkan
[24] Tidak disebutkan Rendah, kurang Kualitas hidup yang Distribusi
pendanaan eksternal tinggi, kebanggan peran yang
masyarakat timbul tinggi dan adil
[25] Tidak disebutkan Tinggi, peningkatan Sedang, acara Tidak
pendapatan masyarakat melibatkan komunitas disebutkan
[26] Tidak ditemukan Sedang, peningkatan Partisipasi aktif dalam Tidak
ekonomi manahemen disebutkan
[27] Tinggi, peluang kerja yang Tinggi, peningkatan Tinggi, keterlibatan Tinggi,
tercipta pendapatan masyarakat dalam kegiatan koordinasi dari
pariwisata 13 kelompok
masyarakat
[28] Tidak disebutkan Tidak ditemukan Tidak disebutkan Tidak
disebutkan
[29] Tidak disebutkan Tidak ditemukan Tidak ditemukan
[30] Tinggi, peluang pekerjaan Tinggi, peningkatan Tinggi, partisipasi Tidak
tercipta ekonomi masyarakat masyarakat melalui disebutkan
pokdarwis

Sumber: Elaborasi mandiri

Pemberdayaan masyarakat merupakan hasil positif yang paling konsisten dilaporkan, dengan 6 dari 10
studi melaporkan tingkat yang tinggi. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masing-masing
dilaporkan tinggi dalam 4 dan 3 studi. Kohesi sosial adalah hasil yang paling sedikit dilaporkan, dengan
penyebutan eksplisit hanya dalam 2 dari 10 studi. Selain dari hasil analisis dampak ekonomi dan sosial,
peneliti juga menyajikan data dampak keberlanjutan budaya dan lingkungan dalam 10 studi pada tabel di

bawah ini.
Tabel 4. Indikator keberlanjutan budaya dan lingkungan
Penulis Pelestarian Lingkungan Pelestarian Budaya Praktik Par}w1sata Pengak.uan atau
Berkelanjutan Sertifikasi

[41] Sedang, upaya untuk Tidak disebutkan Penerapan ekowisata Tidak disebutkan
menjaga kebersihan berbasis masyarakat

[22] Diterapkan Diterapkan Implementasi indikator Tidak disebutkan

CBT di seluruh dimensi

[23] Disebutkan tetapi tidak Disebutkan tetapi tidak Tidak disebutkan Tidak disebutkan
rinci rinci

[24] Rendah, kurangnya Pelestarian budaya dan Pembelajaran Menerima

penilaian daya dukung

tradisi lokal yang tinggi

pertukaran budaya
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[25] Sedang, program Tidak disebutkan Tidak ditemukan Tidak disebutkan
pengelolaan limbah
[26] Sedang, upaya untuk Pelestarian budaya Kontribusi terhadap Tidak disebutkan
menjaga kebersihan lokal yang tinggi konservasi sumber daya
alam dan budaya
[27] Tidak disebutkan Sedang hingga tinggi, Fokus pada ekowisata ISTA 2017 dan
integrasi ekowisata dan penghargaan ASTA
kehidupan sosial 2018
budaya
[28] Tidak disebutkan Tidak ditemukan Tidak ditemukan Tidak disebutkan
[29] Tinggi, komunitas Tidak ditemukan Diterapkan Penghargaan
ecovillage untuk internasional yang
keberlanjutan disertifikasi
Kemenparekraf
[30] Sedang, upaya pelestarian Tidak disebutkan Implementasi prinsip Tidak disebutkan
lingkungan Sapta Pesona

Sumber: Elaborasi mandiri

Studi yang kami tinjau menunjukkan bahwa implementasi CBT dalam konteks Indonesia yang kami
teliti sering kali menunjukkan hasil pembangunan berkelanjutan yang positif, terutama dalam dimensi sosial
dan budaya. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pelaporan dan inisiatif keberlanjutan
lingkungan. Keragaman dalam pencapaian di seluruh desa menyoroti pentingnya pendekatan yang sesuai
dengan konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pola-pola utama yang tampak dalam pencapaian
pembangunan keberlanjutan sesuai dengan hasil analisis 10 studi antara lain:

1) Dimensi keberlanjutan yang saling bergantung: Studi yang melaporkan pencapaian yang tinggi di
berbagai dimensi keberlanjutan (seperti David dan Rosanto, 2023; Umam et al., 2022) cenderung
melaporkan pencapaian keberlanjutan yang lebih tinggi secara keseluruhan, yang menunjukkan
adanya potensi sinergi antara berbagai aspek keberlanjutan dalam implementasi CBT.

2) Keterlibatan masyarakat sebagai faktor kunci: Tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat
yang tinggi secara konsisten dikaitkan dengan hasil keberlanjutan yang lebih baik di seluruh studi
yang ditinjau.

3) Variabilitas dalam fokus lingkungan: Meskipun beberapa desa memiliki inisiatif keberlanjutan
lingkungan yang kuat, dimensi ini menunjukkan variabilitas yang paling tinggi di seluruh studi,
mulai dari tingkat keterlibatan yang rendah hingga tinggi.

4) Pelestarian budaya sebagai kekuatan: Jika dilaporkan, pelestarian budaya sering kali menjadi titik
kuat dalam implementasi CBT, dengan beberapa studi menyoroti keberhasilan pelestarian budaya
dan tradisi lokal.

5) Tantangan ekonomi: Meskipun secara keseluruhan menunjukkan tren positif, beberapa desa
menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan ekonomi, terutama dalam mendapatkan pendanaan
eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keuangan mungkin merupakan area potensial untuk
perbaikan dalam beberapa implementasi CBT.

d. Landasan Pemerintah yang Kuat

Evaluasi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dalam CBT antara tahun
2013 hingga 2025 menunjukkan variasi yang nyata di seluruh wilayah Indonesia. Sepuluh studi melaporkan
bahwa kebijakan tingkat kabupaten muncul paling sering (5 studi), dengan laporan tambahan pada tingkat
kebijakan provinsi, kota, atau gabungan. Beberapa studi menggambarkan dampak dari regulasi yang mampu
mempromosikan perluasan partisipasi lokal, peningkatan kunjungan wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi,
satu studi menghubungkan peraturan pengelolaan pariwisata desa dengan perbaikan lingkungan dan
ekonomi. Studi lain melaporkan adanya tantangan dalam menerapkan kebijakan seperti terbatasnya
partisipasi masyarakat, kesulitan koordinasi, dan masalah alokasi sumber daya. Secara keseluruhan, catatan
menunjukkan adanya beragam jenis kebijakan dan hasil dari penerapannya, beberapa diantaranya tercipta
melalui hubungan yang jelas antara praktik regional yang adaptif dan kinerja kebijakan yang lebih baik.

Peneliti merangkum beberapa kerangka kebijakan dan implementasinya seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Kerangka kebijakan dan implementasinya
Jenis Kebijakan | Strategi Pelaksanaan | Indikator Keberhasilan |

Penulis | Tantangan
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[42] Perkembangan pariwisata Perda dan Perbup Tidak ditemukan Terbatas pada
berbasis komunitas rutinitas
administratif
[56] Perda No. 7/ 2020 tentang | Fokus pada peningkatan | Partisipasi masyarakat, Kegiatan aktif,
Pengelolaan Desa Wisata daya tarik, penguatan respon terhadap tren partisipasi
ekonomi lokal, dan masyarakat
pelestarian lingkungan terbatas
[57] Standar pengelolaan Standardisasi Kolaborasi antar Dampak pandemi,
wisata budaya kebersihan, kesehatan, pemangku kepentingan kekurangan
keselamatan, dan pariwisata sosialisasi massa
keberlanjutan
lingkungan
[58] Berdasarkan kebijakan- Tidak ditemukan Tidak ditemukan Alokasi sumber
kebijakan pariwisata lokal daya, koord.,
komunikasi
[59] Kebijakan pariwisata Tidak ditemukan Tidak ditemukan Koordinasi lemah,
berbasis komunitas ketidakselarasan
dengan kondisi
sosial ekonomi
[60] Dukungan terhadap CBT Pengawasan pemerintah | Tidak ditemukan Kurangnya
dan promosi desa pengetahuan
wisata tentang pariwisata
dan paritisipasi
tidak merata
[61] PNPM Mandiri program Pemberdayaan Keterlibatan masyarakat | Tidak ditemukan
pariwisata masyarakat, masyarakat | ada namun bersifat tidak
terlibat tidak langsung langsung
[62] PNPM Mandiri program Perkembangan Penciptaan atraksi unik, | Tidak semua
pariwisata pariwisata berbasis keterlibatan masyarakat | proyek desa wisata
komunitas luas, bantuan keuangan berhasil
[63] Kebijakan pariwisata Perencanaan yang Tidak ditemukan Kerusakan
berbasis komunitas terintegrasi melibatkan penyebutan lingkungan dan
beberapa sektor perubahan sosial
pemangku kepentingan
[64] Perkembangan pariwisata Pengembangan Tidak ditemukan Infrastruktur
berbasis komunitas pemasaran dan program belum memadai,
kemitraan partisipasi
masyarakat rendah

Sumber: Elaborasi mandiri

Berdasarkan informasi yang tersedia pada tabel 5, ada berbagai jenis kebijakan dan yang paling umum
adalah kebijakan pariwisata berbasis masyarakat (4 studi). Sementara untuk strategi implementasi yang
disebutkan dalam 9 dari 10 penelitian menggambarkan banyaknya variasi strategi yang dipakai. Strategi
dengan pendekatan multi-fokus menjadi yang paling banyak dengan 2 studi, diikuti dengan strategi lainnya
termasuk standardisasi, pengawasan pemerintah, dan perencanaan terpadu. Tantangan terbanyak yang
dihadapi dalam implementasi kebijakan mengenai CBT adalah terbatasnya partisipasi masyarakat (3 dari 10
studi) disamping tantangan lain seperti masalah administratif, dampak pandemi, kurangnya sosialisasi,
masalah alokasi sumber daya, kesulitan komunikasi dan koordinasi, ketidaksesuaian dengan kondisi sosial
ekonomi, kurangnya pendidikan, masalah keberhasilan proyek, serta masalah lingkungan dan sosial. Melihat
partisipasi masyarakat yang masih menjadi tantangan utama dalam berbagai kasus, ada beberapa upaya yang
dapat dilakukan pemerintah meliputi pembentukan kelompok sadar wisata, penyelenggaraan jambore, dan
pembangunan infrastruktur pariwisata. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan informasi yang lebih
luas kepada masyarakat dan mengadakan pelatihan-pelatihan. Di tingkat desa, upaya dapat dilakukan melalui
pengelolaan pariwisata dan UMKM yang bekerjasama dengan BUMDes.

KESIMPULAN

Sesuai dengan data yang telah disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wujud pengembangan CBT

di Indonesia belum optimal secara merata. Aspek pengembangan CBT seperti komitmen pengelola dan antusiasme
masyarakat menjadi yang paling banyak diperbincangkan, disusul dengan aspek landasan pemerintah dan
kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan CBT di Indonesia masih
belum seimbang antara dimensi internal dan eksternal apabila menempatkan masyarakat sebagai aktor utama
pengembangan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kolaborasi pentahelix pariwisata di berbagai wilayah
pengembangan perlu di evaluasi oleh pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah maupun
pemerintah provinsi masing-masing. Apabila hal ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan tujuan
pengembangan CBT sebagai alternatif pengentasan kemiskinan di pedesaan hanya akan menjadi agenda
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administratif saja. Dari sisi perluasan hasil penelitian ini nampaknya masih sangat perlu dikembangkan. Jumlah
studi dengan berbagai kata kunci dapat diperluas sehingga dapat memberikan identifikasi banyaknya kontribusi
lain yang berpotensi mengubah wajah implementasi CBT di Indonesia dengan pendekatan analisis yang lebih
inovatif. Secara empiris, hasil penelitian ini berdampak pada penelitian yang mendorong evaluasi dan perbaikan
pengembangan CBT secara luas. Hal ini diharapkan mampu menjadi opsi kebangkitan bagi desa-desa wisata yang
mengalami perlambatan ekonomi karna badai COVID-19.
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